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MONITORING DAN EVALUASI

IMPLEMENTASI SK KMA 2-144/KMA/SK/V111/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK

BULAN JANUARI 2026

LATAR BELAKANG

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) mewajibkan Pengadilan Negeri Depok sebagai badan publik
untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA
Nomor: 2-144/KMA/SK/VII1/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di
seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan untuk
menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada pemohon informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan, cara sederhana, akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;



5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

RUANG LINGKUP
Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi ini meliputi:

1. Jumlah permohonan informasi yang diterima;

2. Waktu pemenuhan;
3. Jumlah informasi yang dikabulkan/Sebagian/ditolak

IV. MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring
1. Jumlah Permohonan Informasi yang diterima
NOo| NAMA | INSTANSUALAMAT | PEKERJAAN 'NFODR:‘:,":‘:,'JANG
1 MILA ‘:)'3 1?&“33%”6‘*1 RT SALINAN NOMOR :
SAHARA e 3/Pid.C/2025/PN.DPK
BANJARAN
ANTONIUS | VILLAGE BLOKA1 | rovninn | saliNAN NOMOR :
2 | DEWANTO NO.8 JALAN SWASTA | 138/Pdt.G/2019/PN.DPK
PURNOMO CILANGKAP : '
TAPOS DEPOK
JALAN KELAPA
PUAN RAYA, BLOK
HOTMAB. | AG1/34, GADING SALINAN-NOMOR :
3 | NAINGGOLAN| SERPONG — ADVOKAT 1904/K/Pdt/2024
TANGERANG
SELATAN
JAGAKARSA RT.
02/05 NO. 35 |
| KECAMATAN SALINAN NOMOR :
4 | SIWYTJA JAGAKARSA IRT 181/Pdt.GI2012/PN.DPK
JAKARTA |
SELATAN
YASIR SALINAN NOMOR -
5 | ROHMAN KATIM PLAZA ADVOKAT | 550 /pdt.G/2025/PN.DPK
s | JUNIARDI ';n';;SP ﬁg@iﬁ? KARYAWAN | SALINAN NOMOR :
CHRISTIAN o R 007 SWASTA | 174/Pdt.G/2025/PN.DPK
2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi
WAKTU RATA-RATA
NO | JENIS INFORMAS! | JUMLAH PERMOHONAN ) RrANAN
1 | Salinan Putusan 6 1 Hari
2 - - -
3 - - -
2 - n .
TOTAL 1T Han




3. Jumlah Informasi yang dikabulkan/Sebagian/ditolak

JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH ALASAN PERMOHONAN YANG
YANG DITERIMA DITOLAK
PERMOHONAN . BELUM
SEPENUHNYA | SEBAGIAN YANG RAHASIA | DIKUASAV/ | LAINNYA
DITOLAK
SELESAI
6 - - - - .
Evaluasi

VI

1. Data pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Depok bulan Januari 2026
terdapat 6 (enam) orang yang mengajukan permintaan Salinan Putusan dan telah
dilaksanakan dengan waktu rata-rata pelayanan selama 1 (satu) hari. Tidak ada
permohonan yang ditolak pada periode bulan Januari 2026.

KESIMPULAN
Pelayanan informasi Publik di Pengadilan Negeri Depok sudah mengacu pada SK
KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.

REKOMENDASI

Agar dalam pelayanan informasi publik secara konsisten tetap berpedoman pada
SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 serta ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi SK KMA 2-
144/KMAJSK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan
. Negeri Depck periode Januari 2026.

e, Depok, 09 Februari 2026

Plh. Ketua la :y ggeri Depok  APIh. Panitera Pengadilan Negeri Depok
r‘,
N, NS¢ /
j Pk a
: Rind Agustina



